
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

PROVINSI SI'LAWESI SELATAIT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAI{ SELAYAR

NOMOR 90 TAHUN 2021

TEITTANG

PENGELOMPOI(AIT KEMAMPUAN KEUAITGAIT DAERAH
TAHUI{ ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TT'IIAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal g ayat (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan

Rakyat Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2022;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g51);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g6);

Menimbang

Mengingat
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4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang_
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem
Keuangan Untuk Penenganal pandemi Corono Vints
Dsease 2019 (Covid- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang_

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516) ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang_

undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor lB3, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor l1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 20Og tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O0g Nomor L24,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4889);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1g Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rat<yat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4O2B);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2}lg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 62 Tahwn 2OlZ
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8gg);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7T Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17g1);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan

Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2Ol5 Nomor 42, Tambahan kmbaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3

Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017
Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATT'RAJY BT'PATI TEITTANG PEITGELOMPOKAN

XTUAilPUAIT IIEUAI5GAN DA"ERAII TAIIUN
A"IT(X}ARAIT 2022.

BAB I
XETEI{TUAT I'UTIU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Pemerintah Daerah adarah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.

4. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD,
adalah lembaga perwakilan rargzat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pimpinan DPRD adaiah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua
dan wakil ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota
DPRD Kabupaten Kepulauan selayar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk
menentukan kelompok keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan
formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi
insentif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DpRD.

8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang akan diberikan
setiap bulan untuk peningkatan kineqla kepada pimpinan DpRD dan
Anggota DPRD.

9. Tunjangan Reses adalah uang yang akan diberikan setiap melaksanakan
reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DpRD.

10. Dana operasional Pimpinan DpRD yang selanjutnya disebut Do adalah
dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DpRD untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,
pelayanan, dan kebutuhan lain guna merancarkan pelaksanaan tugas
ketua DPRD dan wakil ketua DpRD sehari-hari.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemerintah Daerah yang

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN TEUANGAN DAERAH

Pasal 2
Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

a. tinggi;

b. sedang; dan

c. rendah.

Pasal 3

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan
umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

(2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas belanja
gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil
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Pasal 4

(1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi

APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang

direncanakan.

(2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh tim anggarzrn Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

a. di atas Rp55O.00O.000.O0O,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah)

dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

b. Rp30O.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan

Rp550.00O.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah)

dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan

c. di bawah Rp300.000.000.O00,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan

pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimalsud dalam Pasal 5,

sebagai tolok ukur pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan

Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta DO

Pimpinan DPRD.

Pasal 7

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bogl

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta DO bagi Pimpinan DPRD untuk

kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi ditetapkan sebagai berikut :

a. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD

diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua

DPRD;

b. Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan

paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD; dan
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c. DO bagi ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali jumlah uang

representasi ketua DPRD dan wakil ketua DPRD masing-masing

diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil
ketua DPRD.

Pasal 8

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta DO bagi Pimpinan DPRD untuk
kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang ditetapkan sebagai

berikut:

a. Tunjangan Komunikasi Intensil bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD

diberikan paling banyak sebesar 5 (iima) kali uang representasi ketua

DPRD;

b. Tunjangan Reses bagr Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan

paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD; dan

c. DO bagi ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang

representasi ketua DPRD dan wakil ketua DPRD masing-masing

diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang

representasi wakil ketua DPRD.
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Pasal 9

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta DO bagi Pimpinan DPRD untuk
kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah ditetapkan sebagai berikut:

a. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD

diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua

DPRD;

b. Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan

paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD; dan

c. DO bagi ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali jumlah uang

representasi ketua DPRD dan wakil ketua DPRD masing-masing

diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang

representasi wakil ketua DPRD.



Pasal 10

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota

DPRD, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dan DO

Pimpinan DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
FORItrTILASI PERHITTIITGAIT

Pasal 1 I
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5, ditetapkan berdasarkan formulasi perhitungan sebagai

berikut : Kemampuan Keuangan Daerah = Pendapatan Umum Daerah -

Belanja Pegawai ASN (a-b).

Pasal 12

Berdasarkan Formulasi perhitungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, maka besaran Kemampuan Keuangan Daerah ditetapkan sebagai

berikut :

a. Pendapatan Umum Daerah i

Pendapatan Asli Daerah : Rp66.371.401.903,73

Dana Bagi Hasil : Rp15.606.065.342,00

Dana Alokasi Umum : Rp565.134. 101.000,00

Jumlah :Rp647.111.568.245,73

b. Belanja pegawai ASN : Rp357.468.201.699,13

Jumlah :Rp357.468.201.699,13

c. Jumlaha-b :

Rp647. 1 I I.568.245,7 3- Rp357. 468 .2O 1.699,13=

Rp289.643.366.5.46,6

Pasal 13

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasa-l 12, Daerah dikelompokkan pada Kemampuan

Keuangan Daerah Rendah.
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BAB IV
KBTTNTUAil PEIYUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya

Kepulauan Selayar.

dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal 27 Juli 2O2l
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pada tanggal 27 Juli 2O2l
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